REPUBLIK INDONESIA

No.413, 2012
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 012 TAHUN 2012
TENTANG
AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Akreditasi Rumah Sakit;

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
147/Menkes/Per/1/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/Menkes/Per/1/2010 tentang Klasifikasi Rumah
Sakit;
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5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VI1I1/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

AKREDITASI RUMAH SAKIT.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Akreditasi Rumah Sakit, selanjutnya disebut Akreditasi, adalah
pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga
independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri,
setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan
Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan
Rumah Sakit secara berkesinambungan.

Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan
yang berlaku di Rumah Sakit antara lain standar prosedur
operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan
keperawatan.

Rumah  Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

Instrumen Akreditasi selanjutnya disebut instrumen adalah alat ukur
yang dipakai oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi
untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Pelayanan
Rumah Sakit.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang upaya
kesehatan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.413

Pasal 2

Akreditasi bertujuan untuk:

a.
b.
c.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit;
meningkatkan keselamatan pasien Rumah Sakit;

meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya
manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi; dan

mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan.
BAB Il
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, dilakukan
Akreditasi.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akreditasi
nasional dan Akreditasi internasional.

Rumah Sakit wajib mengikuti Akreditasi nasional.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, Rumah Sakit dapat
mengikuti Akreditasi internasional sesuai kemampuan.

Rumah Sakit yang akan mengikuti Akreditasi internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah mendapatkan
status Akreditasi nasional.

Bagi Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional
maupun Akreditasi internasional, harus sudah mendapatkan status
Akreditasi yang baru sebelum masa berlaku status Akreditasi
sebelumnya berakhir.

Setiap Rumah Sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan
beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan
permohonan Akreditasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Akreditasi Nasional
Pasal 4

Penyelenggaraan Akreditasi nasional meliputi persiapan Akreditasi,
bimbingan Akreditasi, pelaksanaan Akreditasi dan kegiatan pasca
Akreditasi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara
lain  meliputi pemenuhan standar dan penilaian mandiri (self
assessment).

Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan proses penilaian penerapan Standar Pelayanan Rumah
Sakit dengan menggunakan Instrumen Akreditasi.

Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah
Sakit dalam rangka survei Akreditasi.

Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani
proses Akreditasi.

Pasal 6

Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka
meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi.

Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pembimbing Akreditasi dari lembaga independen pelaksana
Akreditasi yang akan melakukan Akreditasi.

Pembimbing Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalam membimbing Rumah Sakit untuk mempersiapkan
Akreditasi.

Pasal 7

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
survei Akreditasi dan penetapan status Akreditasi.

(1)

(2)
(3)

(1)

Pasal 8

Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan
penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar
Pelayanan Rumah Sakit.

Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior
Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi.

Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam
bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi.

Pasal 9

Penetapan status Akreditasi nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi
berdasarkan rekomendasi dari surveior Akreditasi.
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